
 
 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR  31  TAHUN 2002  

TENTANG 

 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a.   bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM), 

maka pengaturan tentang Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 

Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI perlu 

disesuaikan; 

  b.  bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, maka 

dipandang perlu untuk mengatur kembali Peraturan tentang 

Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI dengan Peraturan 

Pemerintah; 

 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 

sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga 

Undang-Undang Dasar 1945; 

  2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 

Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang 

Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904); 

  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang 

Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3732); 



  5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang 

Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri 

Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) Perusahaan 

Umum (PERUM), dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada 

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 117, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3147); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) 

DAMRI. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 

1. Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI,  yang selanjutnya dalam Peraturan 

Pemerintah  ini disebut Perusahaan, adalah Badan  Usaha Milik Negara 

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, yang bidang 

usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri, dimana seluruh 

modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak 

terbagi atas saham. 

2. Pembinaan  adalah  kegiatan  untuk  memberikan  pedoman bagi  Perusahaan  

dalam  perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dengan maksud agar 

Perusahaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan 

berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik. 

3. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap kepengurusan 

Perusahaan dengan tujuan agar Perusahaan melaksanakan fungsinya dengan 

baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

4. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan dengan cara 

membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang 

seharusnya dilakukan baik dalam bidang keuangan dan atau dalam bidang teknis 

operasional. 

5. Pengelolaan  adalah  kegiatan  perencanaan, pengorganisasian,  pelaksanaan,  

pengawasan  dan pengendalian Perusahaan sesuai dengan kebijakan 

pengembangan usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan 

yang digariskan oleh Menteri. 

6. Menteri Keuangan adalah Menteri yang mewakili Pemerintah dalam setiap 

penyertaan kekayaan Negara yang dipisahkan untuk dimasukkan ke dalam 



Perusahaan. 

7. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang angkutan jalan. 

8. Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan 

Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili 

Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. 

9. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan 

pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan 

kegiatan kepengurusan Perusahaan. 

 

BAB II 

PENDIRIAN PERUSAHAAN 

 

Pasal  2 

 

Perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1982 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1984, 

dilanjutkan berdirinya dan meneruskan usaha-usahanya sesuai ketentuan dalam 

Peraturan Pemerintah ini. 

 

BAB III 

ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN 

 

Bagian Pertama 

Umum 

 

Pasal  3 

 

(1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan Usaha Milik 

Negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan jasa angkutan 

umum untuk penumpang dan atau barang di atas jalan dengan kendaraan 

bermotor. 

(2) Perusahaan melakukan usaha-usahanya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam 

Peraturan Pemerintah ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap 

Perusahaan berlaku hukum Indonesia. 

 

 

 

 

 

Bagian Kedua 

Tempat Kedudukan dan Jangka Waktu 



 

Pasal  4 

 

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta. 

 

Pasal  5 

 

Perusahaan didirikan untuk jangka waktu tidak ditentukan. 

 

Bagian Ketiga 

Sifat, Maksud dan Tujuan 

 

Pasal  6 

 

(1) Sifat usaha dari Perusahaan adalah menyediakan pelayanan jasa bagi 

kemanfaatan umum dengan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip 

pengelolaan Perusahaan. 

(2) Maksud dan Tujuan Perusahaan adalah menyelenggarakan      usaha yang 

bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyelenggaraan jasa angkutan 

umum, penumpang dan barang di atas jalan dengan kendaraan bermotor yang 

bermutu tinggi dengan memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip 

pengelolaan perusahaan. 

 

Bagian Keempat 

Kegiatan dan Pengembangan Usaha 

 

Pasal  7 

 

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perusahaan 

menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut : 

a. jasa angkutan penumpang untuk umum dan atau barang; 

b. Angkutan Perintis berdasarkan penugasan Pemerintah; 

c. usaha-usaha lain yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan 

Perusahaan. 

 

Pasal  8 

 

Untuk mendukung pembiayaan kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan 

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan persetujuan Menteri 

Keuangan, Perusahaan dapat : 

a. melakukan kerjasama usaha dan atau patungan dengan badan usaha lain; 

b. membentuk anak Perusahaan; 



c. melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain. 

 

Bagian Kelima 

Modal 

 

Pasal  9 

 

(1) Modal Perusahaan merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham. 

(2) Besarnya modal Perusahaan pada saat Peraturan Pemerintah ini diundangkan 

adalah sebesar seluruh nilai penyertaan modal Negara dalam Perusahaan. 

 

Pasal  10 

 

Setiap penambahan dan pengurangan penyertaan modal Negara yang tertanam dalam 

Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Pasal  11 

 

(1) Penerbitan obligasi dalam rangka pengerahan dana masyarakat oleh  

Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

(2) Rencana penerbitan obligasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus 

diberitahukan oleh Perusahaan kepada para kreditor tertentu. 

 

Pasal  12 

 

(1) Dalam hal Perusahaan menerbitkan obligasi sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 

11 ayat (1), maka pengurangan penyertaan modal Negara pada Perusahaan 

harus diberitahukan kepada kreditor sebelum ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah. 

(2) Pengurangan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

tidak boleh merugikan kepentingan pihak ketiga. 

 

Pasal 13 

 

Semua alat-alat likuid yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam 

Bank, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

 

Bagian Keenam 

Pembinaan 


